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Abstrak
 

Dengan adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 dimana diawali dengan terpuruknya nilai rupiah

terhadap mata uang US Dollar yang cukup parah. Krisis moneter dan terpuruknya nilai rupiah tersebut

berdampak langsung pada dunia usaha kita pada umumnya. Dimana para pengusaha kita yang berpredikat

sebagai debitur mengalami kesulitan dan bahkan tidak mempunyai kemampuan dalam mengembalikan

utang-utangnya, terutama utang-utang yang diperoleh dari kreditur luar negeri dan dalam mata uang US

Dollar. Sehingga negara dan dunia usaha kita sangat membutuhkan suatu sistem pembayaran utang yang

dikenal dengan proses kepailitan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Kepailitan No. 4 tahun 1998 (UUK) sepertinya banyak

harapan yang diberikan kepada para pemberi pinjaman atau kreditur, akan tetapi ternyata UUK tersebut

sangatlah tidak konsisten dan malah merusak sistem hukum jaminan yang telah dibangun sedemikian rupa

agar supaya kreditur atau para investor mau memberikan atau menanamkan modalnya kembali.

Ketidakkonsisten dan ketidaktaatan asas dari UUK dapat dilihat dari Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56A UUK.

Dari pasal-pasal tersebut di atas jelas sekali terlihat bahwa UUK tidak that asas dan sangat meruntuhkan

prisip maupun asas hukum jaminan khususnya jaminan kebendaan yang memang bertujuan untuk

memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu hubungan utang-piutang dengan debiturnya.

Perlu ditekankan disini adalah negara kita pada saat ini sangat membutuhkan modal atau akumulasi modal

dari para investor atau kreditur, dimana hal irii hanya dapat dicapai dengan adanya suatu sistem hukum yang

berwibawa, terintegrasi satu dengan lainnya serta jelas memberi kepastian dan perlindungan hukum yang

cukup bagi investor atau kreditur tersebut.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=107169&lokasi=lokal

